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Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pada praktiknya banyak menimbulkan

permasal ahan, salah satunya disebabkan oleh muatan Klausul Hak Membeli Kembali yang memberikan hak
kepada Penjual untuk dapat membeli kembali objek tanah dan bangunan yang telah dijualnya kepada
Pembeli. Beberapa Y urisprudensi terkait pencantuman Hak Membeli Kembali dalam jual beli tanah
memutuskan untuk melarang penggunaannya sebab berpotensi menimbulkan penyelundupan hukum.
Namun sampal dengan saat ini tidak ada peraturan yang mengatur kebolehan atau larangan penggunaan hak
tersebut, oleh karenanya banyak menimbulkan permasalahan, salah satunya adal ah kasus pada Putusan
Peninjauan Kembali Nomor 539 PK/Pdt/2020 di mana hakim justru menyatakan sah dan mengikat atas Akta
PPJIB yang memuat Klausul Hak Membeli Kembali. Berangkat dari hal tersebut maka permasalahan yang
diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai alasan dikategorikannya PPJB dengan Hak Membeli
Kembali sebaga penyelundupan hukum serta analisis Putusan PK tersebut yang memperbol ehkan
penggunaan Hak Membeli Kembali dalam PPJB. Untuk menjawab permasalahan digunakan bentuk metode
penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Hasil analisis penelitian
menunjukkan bahwa PPJB dengan Hak Membeli Kembali merupakan bentuk penyelundupan hukum
kepemilikan tanah karena memenuhi unsur-unsurnya yaitu adanya perbuatan hukum penundukan kepada
lembaga PPJB dengan Hak Membeli Kembali dengan cara menghindari lembaga utang- piutang dengan
jaminan kebendaan dan ada niat untuk mencapai tujuan tertentu untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya
terkait analisis putusan didapatkan hasil bahwa putusan tersebut tidak tepat karena melanggar Asas
Kebebasan Berkontrak, Asas I ktikad Baik, Asas Keadilan, dan Asas Kesesuaian dengan Hukum Adat. Oleh
karenanya untuk mencegah permasalahan serupaterjadi kembali diharapkan adanya pengaturan mengenai
PPJIB secara khusus serta kejelasan atas penggunaan Hak Membeli Kembali pada transaksi tanah.

...... The Deed of Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB Deed) has already caused many problems,
one of which is caused by the content of The Right of Buy Back Clause that gives the Seller right to buy
back the land and building objects that he has been sold to the Buyer. Several precedents related to the use
of The Right of Buy Back in the Sale and Purchase agreement decided to prohibit its use because it may lead
to legal smuggling. However, there has not been a single regulation to permit or prohibit the use of these
right yet. Asaresult it causes many problems, for example is the case on the Judicial Review Decision
Number 539 PK/Pdt/2020. The judge of such Decision declared that the PPJB Deed with The Right of Buy
Back Clause was valid and binding. Based on that situation, the problemsin this study are the reasons why
PPJIB Deed with The Right of Buy Back Clause can be categorized as alegal smuggling of land ownership
and the analysis of Judicial Review Decision which permit the use of The Right of Buy Back. In term of
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answering the problem, a normative juridical legal research method is used with a prescriptive research
typology. The research’s analysis show that PPIB Deed with Buyback Right isaform of legal smuggling of
land ownership because the parties deliberately use PPIB with Buyback Right instead of using debt
agreement with material guarantees, and also there is an intention party to achieve certain goals to make a
profit. Furthermore, regarding the analysis of the Judicial Review Decision was found that it is not correct
because it is against the principles of freedom of contract, the principle of good faith, the principle of justice,
and the principle of conformity with customary law. Therefore, to prevent similar problems from happening
again, it is hoped that there will be regulations regarding PPJB Deed specifically and clarity on the use of
the Buyback Right in term of land transaction.



